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DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

j1. Sockarso Hatta No. 17 A Telp. 21040 Kabupaten Dompu
o-mail © dikdas,

’C. PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
i ﬁ’

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 421.2/ 7. /DIKPORA/2031

TENTANG

[ZIN OPERABIONAL 8D ISLAM TERPADU ABBAS MANGQELEWA
ATAS NAMA YAYASBAN IBNU ABBAS MANGOELEWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU,

 bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menten
e— 2endid'\kan “an Kebudsyaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pcndxdxkan‘
Dasar dan Menengah pasal 10 ayat 3, pahwa SD ISLAM TERPA»DP
ABBAS MANGGELEWA telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penilal
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP
Kabupaten Dompu Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Visitasi dan Penilaian terhadap
permohonan izin Operasional Sekolah Dinas Dikpora Kabupaten
Dompu Tahun 2021 dinyatakan SD ISLAM TERPADU ABBAS
MANGGELEWA telah memenuhi syarat untuk mendapatkan lzin
Operasional Sekolah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidiken Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu tentang lzin
Operasional SD ISLAM TERPADU ABBAS MANGGELEWA Atas
Nama Yayasan IBNU ABBAS MANGGELEWA Desa Doromelo
Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
Negara; (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem

Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
ok 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
a telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
or 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
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